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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan suatu Negara yang menganut sistem
Demokrasi. Demokrasi itu sendiri diselenggarakan berdasarkan kehendak dan

kem akyatataudilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat

edaulatan berada.di tangan n dilaksanakan menurut Undang-

ndang Dasar 1945.} Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi yaitu adanya

gsung maupun t
demokrasi Indonesia
da ng dila
digariskan, kenstitusi. Prinsip-prin pemilihan umum yang sesuai

MKARAWANG .. .

berkedaulatan rak demekrasi). Sebuah negara berbentuk Republik

dengan ko

memiliki sistem pemerintafian, ya idak pernah lepas dari pehgawasan
rakyatnya.?

Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan
berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki
kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan

yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan

! Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2 C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2008, him. 3-4.



dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-
akan tak ada batasnya. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan
rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik

demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam

seb arremum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa
ang menjadi wakilnya=dalam proaluran aspirasi, yang selanjutnya

enentukan masa depan sebuah negara. Indonesia merupakan Negara yang

emberikan| kewenangan kepada daerah-daerah

perbentuk kesatuan yang m

uk mengatur dan ' itu h di atur dalam
Undang-Undang Dasa donksia pada Pasal 18 ayat (2) yang

berBUnVI% Pemerintaha erah-provi 1.-kota mengatur dan

mengurushsendiri urusan pemerintaaeP€dasarkan asas otonomi”.® Daerah
otonom berhakume KARA\WANG sesuai dengan asas
otonomi. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan

daerah berdasarkan otono gerat@Renjelasan tersebut menegaskan bahwa

adanya hak dan wewenang kepada™c h_untuk mengatur dangmengurusi

daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.
Berdasarkan ketiga asas di atas maka daerah dalam menjalankan

pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah

3 Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



ini maka daerah sendiri yang berhak mengatur dan menjalankan
pemerintahannya sendiri tapi tetap berdasarkan aturan yang ada. Dalam
pengelolaan pemerintahan daerah yang bersifat otonom, segala proses
penyelenggaraan di serahkan kepada daerah termasuk penyelenggaraan

Pilkades yang selanjutnya diatur oleh Perda.’

Menurut'Ondang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Pemilihan Umum,
Pasal 1 angka Idisebutkan p umum, selanjutnya disebut pemilu
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara

angsung ,umum, bebas, rahassia, ju

publik Indonesia b ark . ang Dasar Negara

0liblik Indonesia T tapi Pa umnya, istilah "pemilu”

diadakansetiap 5 tahun sekall. Yeetg#fatan seluruh masyarakat dalam

pemilihan umuing @l ARA;WANlGn yang demokratis.

Termasuk dalam penyelénggaraan pemilihan kepala desa yang selanjutnya

disingkat Pilkades. Pilkade elenggaraannya dipilih langsung oleh

rakyat, bersifat langsung umum, beB ahasia, jujurdan adil dan tahapan

penyelenggaraannya sama dengan Pilpres dan Pilkada kendati demikian
Pilkades tidak dimasukkan dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu. Pilkades seakan menjadi anak

tiri dalam pemilihan umum di Indonesia, padahal Pilkades pada proses

5 Dadang Juliantara, Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah, Lappera Pustaka
Utama, Yogyakarta, 2005, him.116.



penyelenggaraannya lebih rawan secara sosial,politik dibandingkan pemilu-
pemilu yang lain. Pilkades selanjutnya di atur khusus dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan sebagai
berikut:

“Pasal 31 :

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh

ayahkeabupaten/Kota;
} Pemerintahan  Daerah Katen/Kota menetapkan kebijakan

pelaksanaan pemilihan Kepa esa secara serentak sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 dengan/Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa
serentak sebagaimana dimaks ’( pada ayat (1,2) diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Sebelumnya, ter eng 5anaan P la Desa ini diatur

dalam, Undang-Undan

ng Pemerintahan Daerah

ya muat pengaturan—daera agai_.daerah—otenem_dan mengakui

pemerintahan desa sebagai subsistelM™d@e®ienyelenggaraan pemerintahan dan
desa berhak,men i K&RAWAN’Gtangga desa.
PenyelenggaraamsRemilihan Kepala Desa serentak Di Kabupaten Bekasi
berjalan sesuai prosedur“tetapi pPe ebih teliti lagi dalam gmelakukan
pemeriksaan terhadap pesyaratan calofliikepala Desa yang meliputifverifikasi
dan klarifikasi, kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
Sementara tingkat partisipasi pemilihan Kepala Desa secara menyuluruh
diseluruh wilayah Kabupaten Bekasi juga sangat besar khususnya di Desa
Sirnajaya Kecamatan Serang Baru. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di

Kabupaten Bekasi khususnya di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru

penulis anggap telah berjalan demokratis. Adapun faktor pendukung



pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu, tingginya tingkat partisipasi
masyarakat, dan besarnya peran Pemerintan Daerah dalam pelaksanaan
pilkades. Kemudian faktor penghambat pelaksanaan pemilihan diantaranya
adalah anggaran pelaksanaan Pilkades kurang sehingga menyebabkan

komponen pelaksanaan Pilkades sebagian secara sukarela karena dana pilkades

yangss gstaisdengan ketentuan dari undang — undang berasal dari dana
garan Pendapatan=Belanja uﬁ abupaten/Kota, berbeda dengan

Sebelumnya dimana dana pilkades berasal dari desa yang mengadakan

menyesuaikan dengan kebutuhan

—
—

pilkades, Undang-Undang yang tid:

asing-masing desa,
Qtoritas Desa menjad [ ehingg perlu diperbaiki, serta
Su

sentralis entralistik disini add alihan ketentuan yang semula

ARWANGIK dan kewenangan

serta ketentuan di ‘alihkantkepada daerah Kabupaten/Kota melalui Peraturan

berdasarkan @

Bupati Bekasi.

Secara pelaksanaan berjalan dengan, demokra etapl ada’beberapa
hambatannya dalam hal pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan
pemilihak kepala desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi.
Pada pelaksanaannya tidak ada sanksi terhadap kecurangan-kecurangan yang
terjadi yang dilakukan oleh calon maupun pendukung calon kepala desa.
Seperti contoh nya adalah pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan kepala

desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi. Kecurangan



tersebut berupa politik uang yang dilakukan oleh pendukung maupun calon
kepala desa terhadap warga untuk menarik dukungan terhadapnya. Hal
demikian merupakan beberapa pelanggaran yang tidak memiliki sanksi yang
tegas terhadapnya karena tidak diatur secara spesifik dalam tata tertib

pemilihan kepala desa Sirnajaya, maupun Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi

Nome ahtur204.8_tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
anya itu, sanksi-tersebut k disertakan di dalam Peraturan

enteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Jan Peraturan Pemerintah Nomor 43 [Tahun 2014 tentang Desa serta dalam

1dang-Undang No 2luruhnya  terkait

%
L []

\ pelaksanaan
"N "‘m'f-
Un [

aguatkan tingkat ken® penulisan, penulis mencantumkan

dua hasil penelitia K—AR(AWAN‘GtuIisan yang dibuat

oleh penulis tenta

a pemilihan kepala desa

mentasi penyelenggaraan pemilihan kepala di

kabupaten bekasi dihubungkan de Peraturan Bupati BekasigNomor 48

Tahun 2019 Tentang Perubahan Ata aturan BupatrBekasi Nomer 5 Tahun

2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten

Bekasi (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru) diantaranya :

1. Rostina, Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di
Desa Benteng Tellue Kecamatan Amali Kabupaten Bekasi Tahun 2015,

Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Kesimpulannya adalah

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Desa Benteng Tellue



dimulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan hingga pemungutan suara
dapat penulis simpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur
tetapi harus lebih teliti lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap
persyaratan calon yang meliputi verifikasi dan klarifikasi kelengkapan
dan keabsahan administrasi pencalonan, sehingga tidak akan ada lagi

onyang=menggunakan ijazah palsu. Pada tahapan persiapan panitia

pemilihan telaf™dimusyawa sama seluruh elemen desa. Pada

tahap pencalonan panitia membuka peluang bagi seluruh masyarakat

yang telah memenuhi syarat ser

—

ta melakukan penjaringan verifikasi

berkas dan ujian-tert ) [tahapa n suara berjalan

dengan aman yang menggunaka hak

iukur dari tingkat

I masyarakat dala et pemimpin Desa. Adapun Faktor

it ARAWANG . o 00

serentak adalalhyPertama, ketidak jelasan tentang persyaratan ijazah bagi

yang

calon. Kedua, Kura el pitia pemelihan tingkat désa dalam
memverifikasi berkas calon, Sehimgga terjadi penggunaan ijazah palsu
yang diklaim oleh calon kepala desa yang tidak terpilin Saran 1.
Mewujudkan Pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Bekasi yang
jujur dan akuntabel perlu mereview kembali Peraturan Daerah yang
dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemilihan. Disamping
itu pemilihan perlu pengawasan dari pemerintah yang lebih

komprehensif dan independen denga cara lebih terbuka atau



transparansi. Faktor yang mempengaruhi jalannya pemilihan adalah
peraturan perlu diperbaiki, kurang telitinya panitia pemelihan tingkat
desa dalam memverifikasi berkas calon. Sehingga pemerintah
dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut, guna untuk

mensukseskan jalannya Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten

adrmasa.aepan.
Rudiadi Dan Ratra. Herawat ﬁ-' an Kepala Desa Serentak Dalam

Perspektif Otonomi Desa, Fakultas Hukum Universitas, 2017.

Kesimpulannya adalah peratura

—

tentang Pilkades pasca Era reformasi

a UU No.6 tahun 2014

diatur dalam U un 2014 tentang
Pemerintahan

ang Desa,~pelaksanaa dilaksanakan. secara serentak
h wilayah di IndonesTe I yang disebutkan dalam Pasal 31

JKARAWANG: oo s

Hilir, Prov ahun 2016 terdapat beberapa permasalahan:

adanya aturan persyafatan pengalonan yang dikhususkan umptuk Calon

Kepala Desa yang beragama™Is aitu “dapat membacagal-quran”,
sedangkan bagi Calon Non-muslim tidak diatur persyaratan tersebut.
Hal itu mengindikasikan adanya diskriminatif dalam agama, serta dapat
merusak proses demokrasi di desa. Permasalahan lain yang terjadi
adalah, adanya campur tangan Panitia Kabupaten secara langsung dalam

proses seleksi bakal Calon Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan

Pilkades serentak dilihat dalam perspektif otonomi desa, idealnya semua



tahapan dalam pemilihan dan juga tahapan penyeleksian Bakal Calon

diserahkan kepada Panitia Pemilihan di desa.

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai pembeda

tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan perbedaannya

mencangkup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan

digun anti

an ini.

MPLEMENTASI

OMOR 48 TAHUN

PELAKSAN

KASI DIHUBUN

eperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam

PEMILIHAN KEPALA DESA DI

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai

KABUPATEN

PATI BEKASI

N ATAS PERATURAN

-
(STUDI KASWS DESAISIRNATA AWANG?ANG BARU)

B.

Berdasarkan

sebelumnya maka rumusan masalah'y di

1. Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pilkades

Identifikasi Masalé

I

latar D

dl10

masalahan yang sudah

dipaparkan

erentak Di Desa

Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Ditinjau Dari

Peraturan Bupati Bekasi No 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi ?
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2. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyelenggaraan
Pilkades Serentak Di Desa Sirnajaya Kecamatan Serang Baru Kabupaten
Bekasi ?
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain

lenggaraan Pilkades Serentak Di

Manfaat Peneliti

Penelitian ini memp ang terbagi menjadi d tegori,

yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan,
menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal
pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat

akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral
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maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam
kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum.
2. Manfaat Praktis
a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi aparat penegak hukum dapat
menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai

aan pilkades serentak.

Hasil penelitian«ini di hara at memberikan ilmu pengetahuan

bagi masyarakat agar tidak terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan

pilkades serentak

E. rangka Pemikira

mokrasi deng 3 emikian mengarah pada
wujuel pastisipasi yang-tebih-ken agi, dan-tidak sesederhana seperti yang

ada dalam “pemikiran demokra: @8fk. Demokrasi dengan demikian
memunculka 3 MRA}WANGmokrasi klasik dan
demokrasi kontenpoker agaimana didapat dalam literatur-literatur ilmu

politik. Teori demokrasi“Klasik t Zamroni memiliki tiga/ makna

sekaligus, yakni:®

1. Demokrasi sebagai sumber otoritas negara, yang berada ditengah rakyat,
atau merupakan kekuasaan rakyat;

2. Demokrasi sebagai tujuan dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan

rakyat;

& Zamroni, Pendidikan Demokrasi pada Masyarakan Multikultur, Ombak, Yogyakarta, 2013, him
59.
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3. Demokrasi sebagai metode untuk memilih pemimpin politik oleh rakyat.
Demokrasi sebagai sebuah ide penyelenggaraan pemerintahan yang

berbasis pada rakyat. Rakyat bahkan sering disebutkan sebagai pemilik dari

penyelenggaraan pemerintahan apabila mengacu dari sudut pandang

demokrasi. Kata demokrasi sendiri muncul pada abad ke-5 sebelum masehi.’

Demekrasi~apabila=kemudian dilihat secara terminologis sering diartikan
gal pemerintahan™eleh dari, o untuk rakyat. Jimly Asshiddigie
enerjemahkan makna demokrasi dalam 4 (empat) ciri besar:

Kekuasaan berasaﬁri ralg@t;

Rakyat  menentukan 3 are esungguhnya  serta

nyelenggaraka id enedar:
3. TKe istem-penyelenggaraan negara-diperuntukkan untuk rakyat;

ruhan

da

Negara yahg Ttgs MMWAMGma dengan rakyat.®
Demokrasi dengag iri umumnya tersebut lebih lanjut diderjvasikan
ke dalam ciri yang lebilgkhustsigapabila mengacu pada alifan yang
melatarbelakangi demokrasi tersebtUtiiMiriam Budiarjo™berkenaah dengan
demokrasi memandang bahwa ada dua kelompok aliran demokrasi yang besar,
yakni demokrasi konstitusional dan demokrasi yang berdiri diatas

Komunisme.®

7 Jimly Asshidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,
him 293.

8 1bid, Hal 78

® Mirriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, (cetakan ke delapan), CV Prima Gravika, Jakarta,
2013, him 105.
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Jimly Asshiddigie juga memiliki pendapat mengenai aliran besar
demokrasi. Jimly lebih cenderung melihatnya dari subjek yang memandang
demokrasi tersebut, yakni antara pemikiran individualis dan kolektivitas. Jimly
lebih lanjut berpandangan bahwa kaum individualist adalah rakyat berdaulat

ketika dia berdiri sebagai individu otonom, sedangkan kaum kolektivitas

akyat berdaulat ketika berdiri dalam kolektif dan totaliter.

%r implementasinya memiliki alasan

beranggapan'ha

Ja aliran demokrasisterebut tent®

ersendiri.1°

Desa merupakan organisasi komurfitas lokal yang mempunyai batas-batas

—

at istiadat untuk
endelola dirinya I. : dengan self-governing
co . Sebutan-Desa-sebagai_kesat Kum baru dikenal

pada masa,kelenial Belanda. Desa Paea##ffiumnya mempunyai pemerintahan

sendiri yang“dike sKARAWMGi-struktural dengan

struktur yang lebin"tingor”

ayah, dihuni oleh

Kepala Desa/Desa Adatiatau Ye

disebut dengan nama lain_aerupakan
kepala Pemerintahan Desa/Desa At ang me P penyelénggaraan
Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama
lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan

tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin

10 Op.Cit, Hal 40
11 Suhartono, dkk, Politik Loca, Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi
Daerah, Lapera, Yogyakarta, 2004, him. 9
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masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang

Kepala Desa/Desa Adat adalah:

1. Sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;

2. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah
Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;

ilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat

I_Desa A menggunakan mekanisme lokal;

ilihan langsung tidak menggunakan

dan

Pencalonan Kepala Desa dalam pg

| pengurus partai

asal 55!!55!‘5"' No. 6 Tahun

Desa, bahwa Kepalge#®esa bertugas menyelenggarakan

KARAWANG:.... o

| Dalam

kemasyarakatan pemberdayaan masyarakat Desa.

melaksanakan tugasnya,
1.  Memimpin penyelenggaraan pe
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6. Membina kehidupan masyarakan Desa;

12 penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

8. Membina  dan  meningkatkan  perekonomian  Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakan Desa;

9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

10._iMengustlkan=dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna

eningkatkan kesejahteraan m Desa;

. Mengembangkan kehiupan sosial budaya masyarakat Desa;

. Memanfaatkan teknologi tepat

Mengoordinasika

7

lewakili Desa di i : menunjuk kuasa hukum

. Melaksanaka MRMLA}Nﬁetentuan peraturan

perundang-undanga

Undang-Undang No 6 n_ 2014 Tentang Desa,gPasal 31
menentukan, bahwa pemilihan kepalamedesa dilaksanakan secamd serentak
diseluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota
menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak
dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian didalam Pasal 40 PP No.
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang

Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat

13 pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa



16

dilaksanakan bergelombang paling banya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam
penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, bupati/walikota menunjuk
penjabat kepala desa. Penjabat kepala desa berasal dari pegawai negri sipil

dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

pala Desa secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota
udkan untuk menghindari ha 1.&1- dalam pelaksanaannya. Pemilihan
epala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan

a Anggaran Pendapatan dan Belanja

erah  Kabupaten/ anaannya secara

hergelombang sepanj di : an Daerah Kabupaten/Kota.

o (e

serentakj@alam Undang-Undang InT"8 engenai pengisian jabatan Kepala

JAARAWANG .

)€

Sebagar akibat di <epala Desa secara

Desa yang be

Pemilihan Kep ecara serentak dilaksaakan melalui beberapa

tahapan, yag disebutkan dalam, Pasali6sRermendagri Nomor 112 n 2014

tetang Pemilihan Kepala Desa, me kan pela pemilikan kepala

desa melalui tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapa
Sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan

berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala

Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
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Panitia pemilihan 38 Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.'*
F. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

elitiam=yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode
uridis empiris. "Pendekatan mpiris membahas permasalahan

penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis

arena dalam penelitian ini digunakan

maupun hukum yang tidak tertulis

data primer yang rol erkaitan dengan

1asalah  yang engenai  Implementasi

elenggaraan—Pemitiha epa : Kabupaten Bekasi

Dil an Dengan Peraturaf«@u@atl Bekasi Nomor 48 Tahun 2019

h KARAWMiGmor 5 Tahun 2018

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten

Tentang
Tentang Petu
Bekasi (Studi Kasus DesaSirnajaya.Kecamatan Serang Baru)
2. Spesifikasi Penelitian
Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan
deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan
dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum dalam hukum pidana

khususnya mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa Di Kabupaten Bekasi Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Bekasi

14 Pasal 32 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Di Kabupaten Bekasi (Studi Kasus Desa Sirnajaya Kecamatan
Serang Baru)

3. Tahapan Penelitian

eperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian

difakukan 2 tahap terdiri dari:
a. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang

dilakukan untuk memgerole suatu data sekunder melalui bahan

hukum prim hukum tersier.
Bahan-bahan

hukum yang
engikat berupa peratliteg ndang-undangan, antara lain :

N KARAWANG:

b)

al1(

dang Nomor 23 Tahun 2014 [Tentang

Pemerintahan. Dat

Undang-Undang NG 6 Tahun 2014 Tentang Désa

d) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa
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f) Peraturan Bupati Bekasi No. 48 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Di Kabupaten Bekasi.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang berkaitan dengan

aan=hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahamibahan wﬁr berupa buku-buku ilmiah karya

pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang

akan dit(ﬂ oleh_penul S

bahan-bahan buku yang berkaitan

dengan

Bahan h : bal : yang memberi informasi

under. Misalnya kafag4#Kum, ensiklopedia, majalah, media

S ARAWANG

b. Studi lapa

Tahap ini d Kan“untuk _memperoleh data prim

sebagai

penujang data sekunder. Dataipsimer diperofeh™secara lapgsung dari

masyarakat atau berbagai pihak antara lain Tembaga yang terkait,
dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel,
dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan
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perundangan- undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan
permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus,
tabel dan wawancara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini

dengam=menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunkan
etode logika Thauktif yang akan suatu ragam logika yang

mempelajari azas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat

asi Penelitian

dapun lokasi da iS a sebagai berikut:

1. p takaan

Perpustakaan Nasional Indonestd
5. ranor i KA RAWANG o0 sereng
Baru

4. Kantor Kepala Desa amatan Serang Baru.



